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5.1 Kesimpulan

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa Margomulyo telah sesuai
dengan standar akuntabilitas dua arah yang kuat, di mana kewajiban administratif
terhadap pemerintah berjalan sejajar dengan tanggungjawab sosial terhadap
masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya karena mematuhi peraturan resmi
seperti UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, tetapi juga
karena terinspirasi oleh nilai-nilai lokal yang dipelajari dari Ajaran Samin

Surosentiko.

2. Transparansi di Desa Margomulyo dimulai dari awal perencanaan, dengan
melibatkan masyarakat secara demokratis melalui Musdes, di mana masyarakat
menjadi pusat perhatian yang menentukan prioritas pembangunan. Nilai-nilai
seperti jujur, sabar, trokal, dan narimo menjadi dasar bagi perangkat desa dalam
menyerap aspirasi warga secara tulus tanpa manipulasi. Pada masa pelaksanaan
dan pengelolaan, komitmen pada kejujuran dilakukan dengan mengelola
administrasi secara teratur menggunakan aplikasi Siskeudes serta mencatatkan
kegiatan setiap hari. Secara etis, prinsip jangan mengambil hak orang lain
berperan sebagai pengendali internal yang kuat untuk mencegah adanya
penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Seluruh rangkaian kegiatan ini
diakhiri dengan laporan dan pertanggungjawaban yang lengkap, baik secara

administratif kepada pemerintah daerah maupun secara sosial melalui transparansi
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informasi publik dan pemasangan tanda batu fisik sebagai bukti nyata dari

pembangunan.

5.2 Implikasi

1. Secara teoritis

Desa Margomulto berhasil mengubah cara berpikir yang biasa mengenai
akuntabilitas. Sebelumnya, akuntabilitas sering dilihat hanya sebagai kepatuhan
birokratis formal terhadap aturan negara, namun temuan di Desa Margomulyo
memperkuat teori bahwa ada dimensi budaya etik yang sangat penting. Ajaran
Samin Surosentiko seperti jujur, sabar, trokal, dan narimo terbukti menjadi alat
kontrol internal yang cukup efektif, mengisi kekosongan yang tidak bisa dicapai

oleh pengawasan administratif saja.

Desa Margomulyo juga memperkuat pemahaman tentang konsep
demokrasi deliberatif. Musyawarah Desa (Musdes) tidak lagi dianggap sebagai
sekadar menjalankan kewajiban formal sebagaimana diatur dalam UU No. 6
Tahun 2014, melainkan sebagai sebuah ruang dialog yang dinamis. Kebiasaan
demokrasi di sini sangat bergantung pada ajaran Samin Surosentiko, yang
membuat posisi pemerintah desa dan warga menjadi sama. Implikasinya adalah
munculnya Akuntabilitas yang seimbang antara sistem digital modern
(Siskeudes) dengan nilai-nilai tradisional ajaran Samin Surosentiko,
menunjukkan bahwa teknologi dan tradisi bisa saling melengkapi untuk

membentuk tata kelola yang lebih bersih.
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2. Secara praktis

Kekuatan integritas yang berakar pada budaya ini memberikan dampak
nyata terhadap kualitas pemerintahan. Nilai ajaran Samin Surosentiko berperan
sebagai prinsip internal yang kuat bagi para pejabat desa. Meskipun terdapat
dalam regulasi, beban moral kepada leluhur dan masyarakat memastikan mereka
tetap bekerja di koridor kejujuran, yang secara langsung meminimalisir risiko

korupsi.

Keterbukaan ini akhirnya membawa hasil positif bagi pengembangan
ekonomi lokal. Dengan sistem yang dikelola sendiri dan jujur, warga merasa
memiliki setiap proyek yang dilaksanakan, sehingga kualitas hasil pembangunan
fisik menjadi lebih baik. Transparansi yang terstruktur melalui media fisik atau
digital memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat agar dapat
melakukan pengawasan. Hal ini efektif mengurangi potensi konflik sosial karena
setiap rupiah anggaran dapat dijelaskan manfaatnya secara nyata. Akhirnya,
hasil penelitian ini menjadi pedoman penting bagi para pembuat kebijakan
bahwa pelatihan para pegawai desa di masa depan tidak hanya seharusnya fokus
pada aspek teknis dan administratif seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018,
tetapi juga harus mencakup pendekatan yang berlandaskan karakter dan nilai

budaya lokal sebagai penggerak utama dalam meningkatkan semangat kerja.

5.3 Saran dan Rekomendasi

1. Penguatan edukasi dan literasi anggaran bagi masyarakat
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Pemerintah desa meskipun telah menyediakan sarana transparansi
melalui baliho dan papan proyek, sangat disarankan agar desa mulai
mengembangkan forum-forum edukasi literasi keuangan yang lebih ringan di
tingkat RT/RW. Hal ini bertujuan agar warga tidak hanya sekadar mengerti angka
yang dipampang, tetapi juga paham bagaimana membaca rincian laporan
tersebut. Dengan masyarakat yang cerdas anggaran, fungsi pengawasan publik
akan bergeser dari sekadar melihat menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi

pembangunan desa.

2. Menjadikan Desa Margomulyo sebagai Motivasi desa Yang akuntabel

Desa Margomulyo sebagai studi banding bagi desa-desa lain. Model
integrasi antara Undang-undang formal dari UU No 6 Tahun 2014 dan
Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan pendekatan karakter budaya lokal
terbukti efektif menciptakan tata kelola yang bersih. Pemerintah daerah perlu
mempertimbangkan untuk memasukkan unsur kearifan lokal dalam setiap
pelatihan aparatur desa, agar mereka bekerja bukan hanya karena takut pada
sanksi hukum, tetapi karena adanya tanggung jawab moral yang mendalam

kepada masyarakatnya.
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